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BUPATI PADANG LAWAS

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMORS3.3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

bahwa untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan
optimalisasi pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, perlu dilakukan
perubahan dan penyempurnaan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana terakhir diubah
melalui Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang
Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
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10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1539);

Permendagri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman
Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 970);

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang
Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas

(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019
Nomor 11);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  PADANG

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Padang Lawas (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 32)
sebagaiaman telah diubah terakhir dengan Peraturan Padang Lawas Nomor 34
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32

KABUPATEN PADANG LAWAS

Pasal I

Tahun 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 4

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

a. Bagian Pemerintahan:
1. Subbag Administrasi Pemerintahan;
2. Subbag Administrasi Kewilayahan; dan
3. Subbag Kerjasama dan Otonomi Daerah.
b. Bagian Hukum:
1. Subbag Perundang-Undangan;
2. Subbag Bantuan Hukum; dan
3. Subbag Dokumentasi dan Informasi.
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat:
1. Subbag Bina Mental Spritual;
2. Subbag Kesejahteraan Sosial; dan
3. Subbag Kesejahteraan Masyarakat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam:
1. Subbag Perekonomian;
2. Subbag Pembinaan BUMD dan BLUD; dan
3. Subbag Sumber Daya Alam.
b. Bagian Administrasi Pembangunan:
1. Subbag Penyusunan Program;
2. Subbag Pengendalian Program; dan
3. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
¢. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
1. Subbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

2. Subbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
3. Subbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
a. Bagian Umum:

1. Subbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;

2. Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
3. Subbag Keuangan

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PADANG
LAWAS NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



b. Bagian Organisasi:
1. Subbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan,;
2. Subbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
3. Subbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan:
1. Subbag Protokol,
2. Subbag Komunikasi Pimpinan; dan
3. Subbag Dokumentasi Pimpinan.

(4) Masing-masing Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), (2), dan (3) dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;

(5) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam

lampiran [ merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

(1) Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
2. Subbag Keuangan; dan
3. Subbag Program.

c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
1. Seksi Kurikulum;
2. Seksi Bantuan dan Peningkatan Mutu Siswa; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana.

d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, terdiri
dari:
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan; dan
3. Seksi Pendidikan Kesetaraan.

e. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:
1. Seksi Kompetensi dan Pengembangan Karir;
2. Seksi Perlengkapan, Perlindungan dan Kesejahteraan; dan
3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

f. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
1. Seksi Cagar Budaya;
2. Seksi Sejarah dan Nilai Budaya; dan
3. Seksi Pembinaan Kesenian;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana

tercantum dalam lampiran II merupakan Bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

(1) Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terdiri dari:
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbag Program dan Keuangan;



c. Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri dari:

1. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan

2. Seksi Pengembangan Pemuda.
d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari:

1. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Olahraga Prestasi; dan

9. Seksi Promosi, Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
e. Bidang Pariwisata, terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata,

2. Seksi Pengembangan Pemasaran dan Industri Pariwisata.

Bagan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
sebagaimana tercantum dalam lampiran 1II merupakan Bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 13

Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdir1 dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbag Perencanaan Program dan Keuangan;
2. Subbag Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari:
1. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa
2. Seksi Penataan dan Pengembangan Desa; dan
3. Seksi Kerjasama Desa.
d. Bidang Pembangunan Desa, terdiri dari:
1. Seksi Bantuan Pembangunan Desa;
2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi
Masayarakat; dan
3.Seksi Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pengembangan Kawasan
Perdesaar:.
e. Bidang Kelembagaan Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Seksi Pendampingan Masyarakat; dan

3. Seksi Pelestarian Adat, dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya
Masyarakat.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan Bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Organisasi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terdiri

dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbag Umum,;
2. Subbag Keuangan; dan
3. Subbag Program.




c. Bidang Koperasi dan UKM, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi dan UKM; dan
9. Seksi Permodalan, Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
d. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Usaha UKM; dan
2. Seksi Promosi dan Investasi.
e. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
1. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Jasa; dan
2. Seksi Informasi Pengawasan Perdagangan dan Kemetrologian.
f. Bidang Pasar, terdiri dari:
1. Seksi Penataan dan Pengembangan Pasar; dan
2. Seksi Pembinaan Pasar.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
sebagaimana tercantum dalam lampiran V merupakan Bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat Dinas, terdiri dari:
1. Subbag Umum dan Kepegawaian,
2. Subbag Keuangan; dan
3. Subbag Perlengkapan.
c. Bidang Pemanfaatan dan Penataan Ruang, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
3. Seksi Pengendalian Ruang.
d. Bidang Cipta Karya dan Pertamanan, terdiri dari:
1. Seksi Pertamanan dan Penerangan,
2. Seksi Tata Bangunan; dan
3. Seksi Pemeliharaan Keciptakaryaan.
e. Bidang Bina Program, terdiri dari:
1. Seksi Bina Jasa Konstruksi,
2. Seksi Survey dan Penyusunan Program; dan
3. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data.
f. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
1. Seksi Jalan;
2. Seksi Jembatan; dan
3. Seksi Pemeliharaan Jembatan dan Jalan.
g. Bidang Pengairan, trediri dart:
1. Seksi Bendungan dan Irigasi;
2. Seksi Sungai, Waduk dan Rawa; dan
3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran
VI merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




7. Ketentuan dalam Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21

(1) Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dart:
1. Subbag Tata Usaha; dan
2. Subbag Keungan dan Program.

c. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, terdiri dari:
1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktivitas;
2. Seksi Pelatihan Kerja; dan
3. Seksi Kelembagaan Pelatihan.

d. Bidang Hubungan Industrial jan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri
dari:
1. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
3. Seksi Persyaratan Kerja.

e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja,
terdiri dari:
1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Trasmigrasi;
2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
3. Seksi Transmigrasi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran VII
merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22

(1) Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbag Program; dan
2. Subbag Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
1. Seksi Lahan dan Irigasi;
2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
3. Seksi Iklim dan Perlindungan Tanaman.

d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
1. Seksi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

3.Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan
Hortikultura.

e. Bidang Perkebunan, terdiri dacri:

1. Seksi Perbenihan Tanaman Perkebunan;

2. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan; dan

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.
f. Bidang Penyuluhan, terdiri dari:

1. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan;

2. Seksi Ketenagaan; dan

3. Seksi Metode dan Informasi.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII
merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




9. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25

(1) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbag Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbag Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Informasi dan Komunikasi, terdiri dari:
1. Seksi Informasi Publik;
2. Seksi Media, Kemitraan dan Diseminasi Publik; dan
3. Seksi Pengelolaan Opini Publik.
d. Bidang E-Government, terdiri dari:
1. Seksi Infrastruktur dan Penerapan Teknologi,
2. Seksi Pemberdayaan Aplikasi; dan
3. Seksi Keamanan Informasi.
e. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri dari:
1. Seksi Persandian;
2. Seksi Monitoring dan Evaliasi; dan
3. Seksi Pengelolaan Data Statistik.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam

lampiran IX merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

10. Ketentuan dalam Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbag Umum dan Kepegawaian,
2. Subbag Keuangan dan Asset; dan
3. Subbag Penyusunan Program.
c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
1. Subbid Ekonomi dan Pembangunan;
2. Subbid Industri, Inovasi Sumber Daya Alam.
d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
1. Subbid Fisik Prasarana;
2. Subbid Pengembangan wilayah
e. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari:
1. Subbid Pemerintahan dan Desa;
2. Subbid Kesejahteraan Rakyat.
f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
1. Subbid Pengembangan dan Inovasi Daerah;
2. Subbid Data informasi dan Pelaporan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana
tercantum dalam lampiran X merupakan Bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.




11. Ketentuan dalam Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dart:
a. Kepala Badan,;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbag Umum dan Kepegawaian,
2. Subbag Penyusunan Program; dan
3. Subbag Keuangan.
¢. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari:
1. Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi;
2 Subbid Penetapan Pajak dan Retribusi; dan
3 Subbid Penagihan Pajak dan Retribusi.
d. Bidang Pengendalian dan Pelaporan, terdiri darti:
1. Subbid Pemeriksaan dan Penertiban;
5 Subbid Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan; dan
3. Subbid Pembinaan dan Penyuluhan.
e. Bidang PBB P2 dan BPHTB , terdiri dari:
1. Subbid Pendataan dan Penilaian PBB P2 dan BPHTB;
2. Subbid Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi PBB P2 dan
BPHTB; dan
3. Subbid Penagihan dan Keberatan PBB P2 dan BPHTB.
f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam

lampiran XI merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

12. Diantara pasal 29 dan pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 294,
yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

(1) Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
2. Subbag Penyusunan Program; dan
3. Subbag Keuangan.
c. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari:
1. Subbid Perbendaharaan;
o Subbid Akuntansi dan Pertanggungjawaban; dan
3. Subbid Pengelolaan Belanja Pegawai dan Pelaporan.
d. Bidang Anggaran, terdiri dari: ,
1. Subbid Anggaran 1;
2. Subbid Anggaran 2; dan
3. Subbid Anggaran 3.
e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari:
1. Subbid Manajemen dan Analisa Kebutuhan Aset;
9 Subbid Distribusi dan Pengamanan Aset; dan
3. Subbid Inventarisasi dan Pemelihraan Aset.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana
tercantum dalam lampiran XII merupakan Bagian yang tidak
terpisankan dari Peraturan Bupati ini.




Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

g dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Agar setiap oran
ya dalam Berita Daerah Kabupaten

Peraturan Bupati ini dengan penempatann
Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal |9 chm\owﬁo(ﬁ

BUPATI PADANG LAWAS
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" ALI SUTAN HARAHAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal |2 Pesemioer %(ﬁ

: SEKR@TARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
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L KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

LAMPIRAN 1I : PE%ATURAN BUPAT& PADANG LAWAS
NOMOR : TAHUN L0
TANGGAL : {Q Degermioer™
SEKRETARIAT
SUBBAG UMUM SUBBAG
: SUBBAG
DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PROGRAM

—

BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Lo

SEKSI KURIKULUM

SEKSI BANTUAN
DAN PENINGKATAN
MUTU SISWA

SEKSI SARANA

BIDANG PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, NON FORMAL
DAN INFORMAL

l

SEKSI PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI

SEKSI PENDIDIKAN
MASYARAKAT,

KURSUS DAN
PELATIHAN

DAN PRASARANA

SEKSI PENDIDIKAN

KESETARAAN

l

BIDANG GURU DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

SEKSI KOMPETENSI

DAN
PENGEMBANGAN
KARIR

SEKSI PERLENGKAPAN,
PERLINDUNGAN DAN

KESEJAHTERAAN

SEKSI EVALUASI

DAN PELAPORAN

UPTD

BIDANG KEBUDAYAAN

[

SEKSI CAGAR BUDAYA

SEKSI SEJARAH
DAN NILATI BUDAYA

SEKSI PEMBINAAN
KESENIAN

BUPATI PADANG LAWAS

ALLSUTAN HARAHAP




STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA LAMPIRAN II1 : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS

DAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR . 32 TAHN 2ol
TANGGAL L Qgember %d(»‘[
DINAS
SEKRETARIAT
SURBAG UMUM DAN SUBBAG PROGRAM
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
BIDANG LAYANAN BIDANG PENIGKATAN ‘
KEPEMUDAAN PRESTAS! OLAHRAGA DRI R
L fmee oAt [
SEKSI SEKSI PEMBIBITAN, SEKSI
PEMBERDAYAAN IPTEK DAN OLAHRAGA PENGEMBANGAN
PEMUDA PRESTASI DESTINASI PARIWISATA
i SEKSI
SEKSI STSE;I‘IEIIX;}IQS(;\NS[?SXN PENGEMBANGAN
PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN
INFRASTRUKTUR
PEMUDA o S RAGE INSDUSTRI
| PARIWISATA

ALI SUTAN HARAHAP



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS

LAMPIRAN IV . PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS

NOMOR . 224 TAHUN

TANGGAL

(2 Dgemr 20

DINAS
SEKRETARIAT
[
[ |
SUBBAG PENYUSUNAN SUBBAG UMUM DAN
PROGRAM DAN KEPEGAWAIAN
KEUANGAN
BIDANG PEMERINTAHAN BIDANG PEMBANGUNAN BIDANG KELEMBAGAAN
DESA DESA MASYARAKAT
[
SEKSI ADMINISTRASI SEKSI BANTUAN SEKSI PEMBERDAYAAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DESA PEMBANGUNAN DESA KEMASYARAKATAN
SEKSI PEMBERDAYAAN
SEKSI PENATAAN DAN LEMBAGA EKONOMI SEKSI PENDAMPINGAN
PENGEMBANGAN DESA DESA DAN USAHA MASYARAKAT
EKONOMI DESA
e B SEREL THRNOLOGE TRPET SEKSI PELESTARIAN ADAT, DAN
SEKSI KERJASAMA GUNA (TTG) DAN
PENGEMBANGAN NILAI SOSIAL
PESA PEMGENBATCL R BUDAYA MASYARAKAT
KAWASAN PERDESAAN ’
|
UPTD

ALL SUTAN HARAHAP



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 23 TAHUN ot
TANGGAL L 9
DINAS
KELOMPOK JABATAN )
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUBBAG SUBBAG
SUBBAG UMUM CBUANGAN s
KOPBEIg:gIGDAN BIbaNC BIDANG PERDAGANGAN BIDANG PASAR
PERINDUSTRIAN ‘
UKM
SEKSI ’
PEMBINAAN SEKSI SEKSI BINA USAHA [ ] SRES] giiATAAN
KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN
KOPERASI DAN USAHA UKM JASA PENGEMBANGAN
: PASAR
UKM T
SEKSI
SEKSI INFORMASI |—]
Pfg&gg&:g’ SEKSI PROMOSI PENGAWASAN PESEII{I\?I
BN SIVPAN DAN INVESTASI PERDAGANGAN DAN PASAR“ N
PINJAM KEMETROLOGIAN
UPTD

Qs

ALI SUTAN HARAHAP



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH LAMPIRAN VI  : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR - 33 TAdud ,20(7
TANGGAL D Qegembptr p/auz

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
[ |
SUBBAG UMUM DAN SUBBAG SUBBAG
KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN
BIDANG BIDANG CIPTA BIDANG BINA BIDANG BINA BIDANG
PEMANFAATAN DAN KARYA DAN swipielye ARGA PENGAIRAN
PENATAAN RUANG PERTAMANAN
SEKSI ) SEKSI
PERENCANAAN TATA SEKSI PERTAMANAN SE&‘OS;;I;%;{JQISA SEKSI JALAN BENDUNGAN DAN
RUANG DAN PENERANGAN IRIGASI
SEKSI : SEKST SURVEY
PEMANFAATAN SBI;I;%IUTQ}\Q DAN PENYUSUNAN SEKSI JEMBATAN Wigﬁg ggg gﬁlw A
RUANG g PROGRAM
) SEKSI MONITORING, SEKSI SEKSI
SEI\II‘SALIAN PEMESII,EI:EI/S\I . EVALUASI, PEMELIHARAAN OPERASIONAL
P ENG% G KECIPT AKARP“Y“AA‘ N PELAPORAN DAN JEMBATAN DAN DAN
RUA DATA JALAN PEMELIHARAAN
UPTD

—_———

“ “ALI SUTAN HARAHAP




LAMPIRAN VII  : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR . 23 TAHUN 2ol
TANGGAL L L Pgewbor 2 9

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN :
FUNGSIONAL |
SUBBAG TATA SUBBAG KEUANGAN
USAHA DAN PROGRAM
C 1 l
BIDANG BIDANG
PELATIHAN KERJA HUBUNGAN B’II‘EI[\?II\\IS Apiggﬁf ga‘:‘\lN
DAN INDUSTRIAL DAN et
PRODUKTIVITAS JAMINAN SOSIAL ESENDATAN RERA
TENAGA KERJA TENAGA KERJA KERJ:
I L |
SEKSI SEKSI
SESKAS}IQ gg}gﬁ\g‘fl{l PENYELESAIAN PENEMPATAN
: - PERSELISIHAN TENAGA KERJA
ANALISIS HUBUNGAN DAN
PRODUKTIVITAS INDUSTRIAL TRANSMIGRASI
SEKSI
SEKSI
SEKSI PELATIHAN PENGUPAHAN DAN PENGEMBANGAN
: DAN PERLUASAN
KERJA JAMINAN SOSIAL N SEAPATAN
TENAGA KERJA iy
KELESI\iIEgiéAAN PERSSX}’E:RS}I\TAN SEKSI
PELATIHAN KERJA AL

UPTD

BUPATI PADANG LAWAS

M

ALI SUTAN HARAHAP



DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

UMUM

KEPALA DINAS

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS

LAMPIRAN VIII ;
NOMOR . 32 TAHUN Zdt7
TANGGAL 12 Pesemiger 209
SEKRETARIAT
.

SUBBAG PROGRAM

SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

L

BIDANG SARANA DAN
PRASARANA

L

SEKSI LAHAN DAN IRIGAS!

1

BIDANG TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

[

SEKSI PUPUK, PESTISIDA,
DAN ALSINTAN

SEKSI PERBENIHAN
TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

SEKSI IKLIM DAN
PERLINDUNGAN TANAMAN

SEKSI PRODUKSI
TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

SEKSI PERLINDUNGAN
DAN BINA USAHA
TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

|

BIDANG PERKEBUNAN

BIDANG PENYULUHAN

[

SEKSI PERBENIHAN
TANAMAN
PERKEBUNAN

SEKSI KELEMBAGAAN
DAN KEMITRAAN

SEKSI PRODUKSI
TANAMAN
PERKEBUNAN

SEKSI KETENAGAAN

SEKSI PERLINDUNGAN
DAN BINA USAHA
PERKEBUNAN

SEKSI METODE,

INFORMASI, S

PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN

UPTD

BUPATI PADANG LAWAP

! LALI SUTAN HARAHAP



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

KABUPATEN PADANG LAWAS

KELOMPOK JABATAN

KEPALA DINAS

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS

NOMOR
TANGGAL

: 32 TAHUN
L DeSembanr

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

"2y

|

PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

l

SUBBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG
INFORMASI
DAN KOMUNIKASI

L

SEKSI INFORMASI
PUBLIK

BIDANG
E-GOVERNMENT

L

SEKSI MEDIA,
KEMITRAAN DAN
DISEMINASI
PUBLIK

SEKSI
INFRASTRUKTUR
DAN PENERAPAN

TEKNOLOGI

SEKSI
PENGELOLAAN
OPINI PUBLIK

SEKSI
PEMBERDAYAAN
APLIKASI

SEKSI KEAMANAN
INFORMASI

BIDANG
PERSANDIAN DAN
STATISTIK

L

UPTD

SEKSI
PERSANDIAN

SEKSI
MONITORING DAN
EVALUASI

SEKSI
PENGELOLAAN
DATA STATISTIK

BUPATI PADANG LAWAS

-

SALI"'SUTAN HARAHAP



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS

N
KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR . 23 TAHUN FO (%
TANGGAL 1 Deseamtonr 2o ?
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN
o i e SEKRETARIAT
SUBBAG SUBBAG
Suii‘gg&%%ﬁg - KEUANGAN PENYUSUNAN
DAN ASSET PROGRAM
BIDANG INFRASTRUKTUR
BIDANG EKONOMI DAN o BIDANG PENELITIAN DAN
e en ALk DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL BUDAYA il il
WILAYAH
SUB BIDANG EKONOMI SUB BIDANG FISIK PEMSE%?N?E{?NGD 2 SUB BIDANG PENGEMBANGAN -
DAN PEMBANGUNAN PRASARANA e DAN INOVASI DAERAH
o s et oo R— o ma o o
ALAM VILAYAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAPORAN

UPT

S eee————r
ALI SUTAN HARAHAP



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAMPIRAN XI  : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR . 32 TABuUN LJt
TANGGAL 3 1 9. 0%(9(/(-
KEPALA
BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUBBAG UMUM DAN SUBBAG PENYUSUNAN
KEPEGAWAIAN SUBBAG KEUSNGAN PROGRAM
BIDANG PAJAK DAN BIDANG PENGENDALIAN
RETRIBUSI DAERAH DAN PELAPORAN BIRANG TED 2 DAl ERLHE
SUBBID PENDAFTARAN DAN - SUBBID PENDATAAN DAN
PENDATAAN PAJAK DAN SUBB ID;;%E?,?II;}S\N‘ A PENILAIAN PBB P2 DAN
RETRIBUSI DAERAH BPHTB
SUBBID PELAYANAN
SUBBID EVALUASI )
SUBBID PENETAPAN PAJAK NG EI?DEAL‘?A{“N ‘(;‘) e PENGOLAHAN DATA DAN
DAN RETRIBUSI DAERAH INFORMASI PBB P2 DAN
PELAPORAN
BPHTB
SUBBID PENAGIHAN PAJAK SUBBID PEMBINAAN DAN i‘égg;%’ig?gg‘g g:lx\j
DAN RETRIBUSI DAERAH PENYULUHAN
BPHTB
UPTB

* ALl SUTAN HARAHAP



»

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPALA
BADAN

LAMPIRAN XII
NOMOR
TANGGAL

I

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

T

: PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS

.32 dAHw amﬁ
- DEsOmbte G019

SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUBBAG KEUANGAAN

SUB BAGIAN
PENYUSUNAN
PROGRAM

|

l

BIDANG
PERBENDAHARAAN DAN
AKUNTANSI

BIDANG ANGGARAN

1

SUBBID
PERBENDAHARAAN

SUBBID ANGGARAN 1

—

SUBBID AKUNTANSI DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

SUBBID ANGGARAN 2

SUBBID PENGELOLAAN
BELANJA PEGAWAI DAN
PELAPORAN

SUBBID ANGGARAN 3

UPTB

|

BIDANG PENGELOLAAN
ASET DAERAH

]

SUBBID MANAJEMEN DAN
ANALISA KEBUTUHNAN
ASET

SUBBID DISTRIBUSI DAN
PENGAMANAN ASET

SUBBID INVENTARISASI
DAN PEMELIHARAAN ASET

BUPATI PADANG LAWAS

.

“"ALI SUTAN HARAHAP

[N

——




